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Pelunasan PPh Pasal 26 ayat (4)
PPh Yang Terutang Dari Penghasilan
Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak
Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap

Branch Profit Tax

Informasi yang disampaikan pada media ini dapat
berubah sesuai proses pengembangan sistem

dan ketentuan perpajakan terbaru



Konsep Umum

Branch Profit Tax
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Pengertian

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenai PPh Pasal 26 ayat (4)

Penghasilan Kena Pajak BUT Rp 17.500.000.000,00

• Pajak Penghasilan:

22% x Rp17.500.000.000,00= Rp 3.850.000.000,00 (-)

• Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp 13.650.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang

20% x Rp13.650.000.000 = Rp 2.730.000.000,00

• Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.650.000.000,00 tersebut

ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan PMK, atas penghasilan

tersebut tidak dipotong pajak.

Contoh Perhitungan

DASAR HUKUM 
Pasal 26 Ayat 4 UU PPh

KETENTUAN UMUM BPT

www.pajak.go.id

TARIF

20%
Atau berdasarkan Tax Treaty (P3B) 

sepanjang memenuhi ketentuan

PMK mengenai tata cara

pemanfaatan P3B
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DASAR HUKUM 
Lampiran PER-11/PJ/2025

Penghitungan BPT dalam Hal Wajib Pajak

Dikenai PPh Yang Bersifat Final dan Tidak Final

www.pajak.go.id

Penghasilan Kena Pajak penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final) setelah

ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

PPh Terutang PPh bersifat final yang terutang ditambah PPh terutang BUT

Contoh Penghitungan

(1)  Penghasilan Bruto Komersial yang dikenai PPh Final Rp 20.000.000.000,00

(2)  Biaya Terkait Penghasilan Komersial yg dikenai PPh Final Rp   2.000.000.000,00 (-)

(3)  Penghasilan Neto Komersial yg dikenai PPh Final Rp18.000.000.000,00

(4)  Penghasilan Bruto Komersial yang dikenai PPh Tidak Final Rp   1.000.000.000,00

(5)  Biaya Terkait Penghasilan Komersial yg dikenai PPh Tidak Final Rp      400.000.000,00 (-)

(6)  Penghasilan Neto Komersial yg dikenai PPh Tidak Final Rp     600.000.000,00

(7)  Total Penghasilan Neto Komersial (3)+(6) Rp18.600.000.000,00

(8)  Koreksi Fiskal Positif (contoh: biaya yang tidak terkait 3M) Rp      400.000.000,00 (+)

(9)  Penghasilan Kena Pajak BUT (7)+(8) Rp19.000.000.000,00

(10) PPh Final yang telah dipotong dan disetor sendiri Rp      530.000.000,00

(11) PPh BUT Tidak Final: 22% x Rp600.000.000,00 Rp      132.000.000,00 (+)

(12) Total PPh Terutang Rp     662.000.000,00

(13) Penghasilan Kena Pajak setelah pajak terutang (9)-(12) Rp18.338.000.000,00

(14) Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang

20% x Rp18.338.000.000 = Rp  3.667.600.000,00

Catatan: 

Biaya yang terkait Penghasilan

Komersial yang dikenai PPh Final 

tidak dilakukan koreksi fiskal, 

mengingat atas penghasilannya

menjadi objek pajak.
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KONSEP PENGENAAN BPT
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Saat Terutang:

Sebelum SPT Tahunan PPh Disampaikan,
Karena Objek Pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh, dan jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut baru diketahui setelah

adanya laporan keuangan, maka saat terutang harusnya tidak mendahului tanggal laporan keuangan.
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Apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu 

Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk:

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT DASAR HUKUM 
PMK-14/PMK.03/2011

1 penyertaan modal pada perusahaan

yang baru didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia sebagai

pendiri atau peserta pendiri;

3 pembelian aktiva tetap yang 

digunakan oleh BUT untuk menjalankan

usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT 

di Indonesia; atau

2 penyertaan modal pada perusahaan

yang sudah didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia sebagai

pemegang saham;

4 investasi berupa aktiva tidak

berwujud oleh BUT untuk

menjalankan usaha BUT atau

melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

www.pajak.go.id
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PENGECUALIAN PENGENAAN BPT 

Syarat Umum

• Penanaman Kembali harus

dilakukan paling lambat pada 
akhir tahun pajak berikutnya; 
dan

• BUT menyampaikan
pemberitahuan tertulis

mengenai bentuk penanaman
modal, realisasi penanaman
kembali, dan/atau SMB 

komersial bagi perusahaan
yang baru didirikan

Pemberitahuan bentuk dan 

realisasi melalui pengisian

lampiran L12-B pada SPT 

Tahunan PPh Badan di Coretax

DASAR HUKUM 
PMK-14/PMK.03/2011

Syarat Khusus

1. penyertaan modal pada perusahaan yang baru

didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai

pendiri atau peserta pendiri;

2. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah

didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai

pemegang saham;

3. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT 

untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan

kegiatan BUT di Indonesia; atau

4. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT 

untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan

kegiatan BUT di Indonesia.

• Aktif melakukan kegiatan usaha paling lama 1 

(satu) tahun sejak didirikan; dan

• Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal 

paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak

berproduksi komersial

• mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan

• Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal 

paling sedikit 3 tahun sejak penyertaan modal.

Tidak boleh melakukan pengalihan paling sedikit 3 

tahun sejak perolehan.

www.pajak.go.id
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Cara Pelunasan

BPT di Coretax

www.pajak.go.id
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Pada Aplikasi Coretax

Langkah-langkah pelunasan

Branch Profit Tax

Login & Impersonating 

Akun Wajib Pajak

Input BPNR

eBupot

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

SPT PPh Unifikasi

Bayar dan Lapor

SPT PPh Unifikasi
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Login & Impersonating 

Akun Wajib Pajak
1
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Login OP

[1] ID Pengguna diisi dengan NIK/NPWP 16 digit

[2] Kata sandi diisi sesuai dengan password Login

Coretax

[3] Centang kotak list “Saya bukan robot”

[4] Tekan tombol “Masuk”

1

2

3

4
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Pada modul role akses, lakukan impersonating [5] ke akun BUT yang diwakili

Lakukan Impersonating
5
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Input BPNR pada Modul eBupot2
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Pilih Modul “eBupot” [6], lalu pilih ”BPNR” [7] untuk menginput bupot BPNR.

Input BPNR - eBupot

7
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Klik “+ Create eBupot BPNR” [8] untuk menginput bupot BPNR.

Input BPNR - eBupot

8
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[9] Pilih Masa Pajak sesuai dengan Saat Terutang Branch Profit Tax.

Input BPNR - eBupot

9
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[10] Pilih Jenis Fasilitas, jika menggunakan Tax Treaty (P3B) pilih “Surat Keterangan

Domisili (SKD)”, jika tidak maka pilih “Tanpa Fasilitas”.

Input BPNR - eBupot

10
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[11] Jika memilih fasilitas “Surat Keterangan Domisili (SKD)”, isikan nomor SKD 

WPLN yang telah terdaftar dalam sistem Coretax pada kolom “Receipt Number”

[12].

Pastikan Periode SKD yang digunakan sesuai dengan Masa Pajak Bupot.

Input BPNR - eBupot

11

12

18



www.pajak.go.id

[13] Isi tax identification number Induk BUT yang menerima penghasilan.

[14] Isi nama Induk BUT yang menerima penghasilan.

Input BPNR - eBupot

13

14
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[15] Pilih “Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)”.

[16] Isi Penghasilan yang menjadi DPP.

Input BPNR - eBupot

15

16

20
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[17] Pilih Jenis Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.

[18] Isi Nomor Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.

[19] Pilih Tanggal Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.

[20] Isi NITKU pemotong PPh.

[21] Klik “Submit” untuk membuat konsep Bupot.

[22] Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan konsep Bupot.

Input BPNR - eBupot

17

18

19

20

21 22
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[23] Klik kotak untuk menandai Bupot yang akan diterbitkan.

[24] Klik “Terbitkan” untuk menerbitkan Bupot.

Input BPNR - eBupot

23

24

22
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[25] Isikan kode Passphrase Tanda Tangan Elektronik.

[26] Klik “Konfirmasi Tanda Tangan”.

Input BPNR - eBupot

25

26

23
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[27] Klik untuk melihat detail data Bupot yang telah diterbitkan.

[28] Klik untuk membetulkan Bupot yang telah diterbitkan.

[29] Klik untuk unduh Bupot yang telah diterbitkan.

Input BPNR - eBupot

27 28 29
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Input BPNR - eBupot

31

30

[30] Klik untuk menandai, jika terdapat data Bupot yang ingin dibatalkan.

[31] Klik “Batal” jika ingin membatalkan Bupot yang telah diterbitkan.

Input BPNR - eBupot
25
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Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

SPT PPh Unifikasi
3
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[32]Pilih Modul “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu pilih ” Surat Pemberitahuan (SPT)” [33] untuk membuat konsep SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

32

33
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[34] Klik “Buat Konsep SPT” untuk membuat konsep SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

34
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[35] Klik “PPh Unifikasi” untuk membuat konsep SPT PPh Unifikasi.

[36] Klik “Lanjut”.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

35

36
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[37] Pilih Masa Pajak yang akan dibuat konsep SPT.

[38] Klik “Lanjut”.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi
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[39] Pilih Model SPT “Normal”.

[40] Klik “Buat Konsep SPT”.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

39

40
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[41] Pilih Icon Pensil untuk mengedit SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

41
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[42] Klik “Daftar-I” untuk memastikan daftar bupot BPNR yang telah diterbitkan telah prepopulasi di 

“Tabel II. BPNR”.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

42
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[43] Pastikan Bupot BPNR yang telah diterbitkan telah terprepopulasi ke dalam “Tabel II. BPNR”.

[44] Pastikan Jumlah PPh yang harus dibayar telah sesuai.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

43

44
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[45] Klik Pilihan “Induk”.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

45
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[46] Pastikan Jumlah PPh Pasal 26 yang akan dibayar telah sesuai.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

46
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Bayar dan Lapor

SPT PPh Unifikasi
4
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[47] Ceklis Pernyataan.

[48] Klik “Bayar dan Lapor”.

Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

47

48
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[49] Isi Passphrase Tanda Tangan Elektronik.

[50] Klik “Konfirmasi Tanda Tangan”.

Jika Wajib Pajak tidak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka sistem akan otomatis membuat Kode 

Billing Pembayaran PPh, tapi jika Wajib Pajak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka akan muncul

opsi apakah akan menggunakan saldo deposit untuk melunasi pajak atau membuat Kode Billing.

Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi
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Lakukan Pembayaran melalui Collecting Agent meliputi bank 

persepsi, pos persepsi, dan Lembaga persepsi lainnya

Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi
40
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[51] SPT akan otomatis menjadi telah dilaporkan ketika Pajak Kurang Bayar telah dilunasi melalui deposit 

pajak atau pembayaran Kode Billing .

[52] Wajib Pajak dapat melihat kembali SPT yang telah disampaikan, unduh tanda terima pelaporan SPT, 

atau unduh SPT bagian Induk.

Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

52

51
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Materi Edukasi Perpajakan
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Coretax Pedia

https://pajak.go.id/coretaxpedia/

Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Video Panduan
SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI

Salindia (Slide)
SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan

Simulator Terpandu
SPT Tahunan Coretax

https://spt-simulasi.pajak.go.id

Tautan Materi Edukasi Umum Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Hati-Hati Penipuan

Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak

1500200
Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja

Unduh Aplikasi M-Pajak

Hanya di App Store dan Play Store

App Store Play Store



Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

edukasi.pajak.go.id

Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

@DitjenPajakRI

Follow media sosial kami
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